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ABSTRAK 

 

Nama    : Yoggi Vidarachmadi 

Nim    : 201410110311020 

Judul : KEPAILITAN JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT 

HUKUMNYA TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS YANG 

DIBUATNYA (Studi Kasus Terhadap Putusan PKPU 

No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby) 

 

Pembimbing   : Prof.Dr.Rahayu Hartini, SH.,M.Si.,M.Hum 

      Wasis, SH.,M.Si.,M.Hum 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan memiliki kewenangan lainnya. Akta autentik tersebut merupakan alat bukti 

sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum. Secara normatif Notaris dapat dipailitkan akan tetapi Undang-Undang 

Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur lebih 

jelas. Devi Chrisnawati dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, yang 

menjadi pokok bahasan penelitian ini apakah Jabatan Notaris dapat dipailitkan 

kemudian apa akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit beserta 

Aktanya dan apakah Notaris dapat diangkat kembali setelah dinyatakan pailit. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya melihat hukum 

sebagai norma di masyarakat yang memandang suatu permasalahan lebih dari legal 

formilnya melalui pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus berupa 

Putusan. Setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul peneliti menganalisa kaidah-

kaidah dan teori hukum agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas 

secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka menurut UU JN, Notaris dapat dipailitkan karena melakukan 

pelanggaran terhadap tugas dan wewenang di atur dalam pasal 84 yang 

mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan menimbulkan 

kerugian bagi para pihak. Dalam UU K & PKPU Jabatan Notaris tidak dapat 

dipailitkan, tetapi Notaris dapat di pailitkan ketika kapasitasnya sebagai Debitur. 

Akibat dari pailitnya jabatan notaris dan terhadap aktanya menurut UU JN, notaris 

itu sudah tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya kembali, terhadap 

aktanya yang mulanya sebagai akta otentik maka akan terdegradasi menjadi akta 

dibawah tangan. Menurut UU K & PKPU Notaris masih dapat menjalankan tugas 

dan wewenangnya dan akta tetap menjadi akta otentik.Notaris yang pailit tidak 

dapat diangkat kembali. Dalam penelitian ini Devi Chrisnawati Notaris pailit yang 

di pandang kapasitasnya sebagai Debitur dan dapat menjalankan tugas dan 

wewenang sebagai Notaris sesuai Pasal 1 UU JN. 

Kata Kunci : Notaris, Pejabat Publik, Kepailitan, Akibat Hukum, Akta Notaris.
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ABSTRCT 

 

Name    : Yoggi Vidarachmadi 

Nim    : 201410110311020 

Tittle : BANKRUPTCY OF THE OFFICER OF NOTARY PUBLIC 

AND THE LEGAL CONSEQUENCES FOR THE NOTARY 

DEEDS THAT HE MADE (Case Study In Verdict PKPU 

No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby) 

 

Adviser   : Prof.Dr.Rahayu Hartini, SH.,M.Si.,M.Hum 

      Wasis, SH.,M.Si.,M.Hum 

Notary is a public authority who is approved to make a bona fide deed and 

has different specialists. The genuine deed is an ideal proof with the goal that it can 

ensure assurance, request and lawful insurance. Normatively, a Public accountant 

can be bankrupt, yet the Legal official Position Act and the Liquidation Law and 

PKPU don't control all the more unmistakably. Devi Chrisnawati was proclaimed 

bankrupt by the Surabaya Business Court, which is the subject of this examination 

whether the situation of a Public accountant can be bankrupt then what are the 

lawful outcomes of a Legal official who is announced bankrupt alongside the Deed 

and whether a Legal official can be reappointed subsequent to being pronounced 

bankrupt. This exploration utilizes a regularizing juridical methodology, which 

means considering the to be as a standard in the public arena that sees an issue as 

more than the formal lawful methodology through the Administrative Methodology 

and the Case Approach as a Choice. In view of the aftereffects of exploration and 

conversation, as per the JN Law, a Legal official can be bankrupt for disregarding 

the obligations and specialists controlled in Article 84 which brings about a deed 

just having evidentiary force as an underhand deed or a deed gets invalid and void 

and makes hurt the gatherings. . In the K and PKPU Law, the situation of a Public 

accountant can't be bankrupted, yet a Legal official can be bankrupted when his 

ability is as a Borrower. Because of the insolvency of the public accountant position 

and the deed as per the JN Law, the legal official is not, at this point ready to 

complete his obligations and authority once more, the deed which was initially a 

true deed will be consigned to a private deed. As indicated by the Law on K and 

PKPU Public accountants can in any case do their obligations and specialists and 

the deed stays a credible deed. Bankrupt legal officials can't be reappointed. In this 

investigation, Devi Chrisnawati is a bankrupt Legal official whose limit as an 

account holder is thought of and can complete her obligations and specialists as a 

public accountant as per Article 1 of the JN Law. 

Keywords : Notary, Public authority, Bankruptcy, Consequences of Law, Notary 
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